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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip dominus litis dalam tahap
pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 serta mengkaji penguatan peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHAP terbaru (Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025). Prinsip dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali
perkara yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kelayakan perkara untuk
dilimpahkan ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui teori
pembuktian pidana dan teori efektivitas hukum, dalam praktik berdasarkan KUHAP 1981, peran
jaksa sebagai dominus litis belum dijalankan secara optimal, khususnya dalam tahap pembuktian.
Hal ini tercermin dari sejumlah putusan bebas dan lepas yang disebabkan oleh lemahnya konstruksi
dakwaan, ketidaktepatan pemilihan alat bukti, serta kurang efektifnya koordinasi antara jaksa dan
penyidik pada tahap prapenuntutan. Penguatan peran jaksa dalam KUHAP 2025 memberikan
legitimasi normatif yang lebih tegas terhadap fungsi pengendalian perkara, namun efektivitasnya
sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, serta kesiapan struktur kelembagaan penegak
hukum. Dengan demikian, prinsip dominus litis tidak hanya merupakan konsep normatif,
melainkan instrumen strategis dalam menjamin kualitas pembuktian, efektivitas penegakan
hukum, serta terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Dominus Litis, Pembuktian Pidana, Peran Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the. dominus litis principle at the evidentiary stage,
within the. Indonesian criminal justice. system based on Law Number 8 of 1981, as well as to
examine the strengthening of the prosecutor’s role as dominus litis under the. new Criminal
Procedure Code (Law Number 20 of 2025). The dominus litis principle positions the prosecutor as
the controller of criminal cases, vested with strategic authority to determine whether a case. is
appropriate to be brought before the court, to formulate the indictment, and to direct the,
evidentiary strategy during trial proceedings, this research employs a doctrinal legal research
method using statutory and conceptual approaches, and is analyzed qualitatively through the
theory of criminal evidence and the theory of legal effectiveness. In practice under the 1981
Criminal Procedure Code, the prosecutor’s role as dominus litis has not been implemented
optimally, particularly at the evidentiary stage. This is reflected in several acquittal and dismissal
verdicts resulting from weak indictment constructions, improper selection of evidence, and
ineffective coordination between prosecutors and investigators during the pre-prosecution phase,
the strengthening of the prosecutor’s role under the 2025 Criminal Procedure Code provides
firmer normative legitimacy to the function of case control; however, its effectiveness largely
depends on professionalism, integrity, and the institutional readiness of law enforcement
structures. Therefore, the dominus litis principle should not merely be understood as a normative,
concept, but as a strategic instrument to ensure the quality of evidence, the effectiveness of law
enforcement, and the realization of substantive justice. within the Indonesian criminal justice
system.

Keywords: Dominus Litis, Criminal E.vidence, Role of the, Public Prosecutor.
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PENDAHULUAN

Dalam sistelm pelradilan pidana di Indonelsia, jaksa melmiliki keldudukan yang
sangat stratelgis selbagai pelngelndali pelrkara atau dominus litis. Posisi ini melnelmpatkan
jaksa tidak hanya selbagai pihak yang melmiliki otoritas untuk melngarahkan dan
melngelndalikan jalannya pelrakara pidana, mulai dari tahap pelnyidikan hingga
pelnuntutan. Konselp dominus litis ini melmbelri kelwelnangan kelpada jaksa untuk
melnilai kellelngkapan belrkas pelrkara, melmbelrikan peltunjuk kelpada pelnyidik, selrta
melnelntukan apakah suatu pelrkara layak dilimpahkan kel pelngadilan atau tidak.

Belrdasarkan hasil Rapat Paripurna Delwan Pelrwakilan Rakyat Relpublik Indonelsia
yang melnyeltujui pelngelsahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selbagai
undang-undang, pelmbaruan hukum acara pidana nasional selcara relsmi tellah melmasuki
tahap implelmelntatif selbagai hukum positif. Dalam rapat paripurna telrselbut ditelgaskan
bahwa pelngelsahan KUHAP belrtujuan untuk melmpelrkuat prinsip keladilan, kelpastian
hukum, selrta pelrlindungan hak asasi manusia, selkaligus melningkatkan kualitas
pelnelgakan hukum pidana mellalui pelnguatan pelran aparat pelnelgak hukum, khususnya
jaksa selbagai pelngelndali pelrkara. Pada awal pelnyusunan pelnellitian ini, KUHAP masih
belrada dalam belntuk rancangan selbagai bagian dari agelnda relformasi hukum acara
pidana. Namun, delngan disahkannya Undang-undang No. 20 tahun 2025 (KUHAP)
mellalui melkanismel lelgislasi nasional, norma-norma yang melnjadi fokus kajian dalam
pelnellitian ini tidak melngalami pelrubahan substansial, mellainkan melmpelrolelh
lelgitimasi normatif yang lelbih kuat selbagai hukum positif.

Dalam praktiknya, prosels pelnelrbitan Surat Pelmbelritahuan Dimulainya
Pelnyidikan (SPDP) melnjadi titik awal masuknya jaksa dalam prosels hukum pidana.
Namun, tidak jarang telrjadi kondisi dimana jaksa gagal melmbuktikan dakwaannya di
pelngadilan, selhingga belrujung pada putusan belbas (vrijpraak) dan lelpas (ontslag van
relchtsvelrvolging), dari majellis hakim. Hal ini melnimbulkan pelrtanyaan, apakah jaksa
tellah melnjalankan fungsi dominus litis selcara maksimal dalam praktelk hukum acara
pidana yang akan datang. Kelgagalan pelmbuktian ini selring kali melnunjukan adanya
kellelmahan dalam prosels elvaluasii alat bukti, kurang elfelktifnya koordinasi antara jaksa
dan pelnyidik, selrta lelmahnya kontrol substantif telrhadap kontruksi hukum pasal yang
didakwakan. Padahal, selharusnya selorang jaksa hanya mellimpahkan pelrkara kel
pelngadilan jika melmiliki kelyakinan bahwa bukti yang telrseldia cukup untuk
melmbuktikan kelsalahan telrdakwa.

Pelran jaksa selbagai dominus litis atau pelngelndali pelrkara dalam sistelm pelradilan
pidana Indonelsia melrupakan isu pelnting yang layak dikaji selcara ilmiah karelna
belrkaitan langsung delngan kualitas pelmbuktian dan arah prosels pelradilan pidana.
Keldudukan dominus litis melmbelrikan tanggung jawab selntral kelpada jaksa untuk
melmastikan bahwa seltiap pelrkara yang diajukan kel pelngadilan tellah melmelnuhi
standar minimal pelmbuktian yang melmadai. Urgelnsi pelnellitian ini telrlihat dari
pelntingnya pelran jaksa dalam melnjaga akurasi, objelktivitas, selrta keltelpatan konstruksi
dakwaan yang melnjadi dasar pelmelriksaan di pelrsidangan. Apabila fungsi dominus litis
tidak dijalankan delngan belnar, maka selluruh rangkaian prosels pelradilan dapat
telrganggu dan belrdampak pada rusaknya keladilan substantif. Olelh karelna itu,
pelmbahasan melngelnai dominus litis tidak hanya belrsifat teloreltis, teltapi juga melnjadi
kelbutuhan praktis dalam pelradilan pidana.

Pelntingnya topik ini selmakin telrlihat keltika dikaitkan delngan relalitas elmpirik
belrupa seljumlah putusan pelngadilan yang melnunjukkan kelgagalan jaksa dalam
melmbuktikan dakwaannya di pelrsidangan. Salah satu contoh yang rellelvan adalah
Putusan Pelngadilan Nelgelri Klateln No. 37/Pid.Sus/2018, di mana hakim melnyatakan
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bahwa unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan selcara sah dan melyakinkan selhingga
telrdakwa harus dibelbaskan. Putusan ini melngindikasikan bahwa jaksa bellum mellakukan
pelngelndalian pelrkara selcara optimal, telrutama dalam melngarahkan alat bukti agar dapat
melnguatkan unsur-unsur dellik yang didakwakan. Contoh lain telrlihat pada Putusan
Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., di mana majellis
hakim melnyimpulkan bahwa jaksa tidak mampu melmbuktikan adanya unsur kelselngajaan
(melns rela) maupun tindak pidana pelncelmaran nama baik, selhingga telrdakwa
dilelpaskan dari tuntutan hukum. Sellain itu, dalam Putusan Pelngadilan Nelgelri Makassar
No. 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks, telrdakwa juga diputus belbas karelna tidak telrpelnuhinya
standar pelmbuktian selbagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang
melnunjukkan bahwa jaksa tidak mampu melngkonstruksikan hubungan yang logis antara
alat bukti dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Felnomelna selrupa juga dapat dilihat
dalam kasus ABK Fandy yang selmpat melnjadi pelrhatian publik, yang melngindikasikan
adanya pelrsoalan dalam prosels pelmbuktian dan pelngelndalian pelrkara, melskipun
pelnggunaannya dalam kajian ini lelbih belrsifat ilustratif karelna bellum selpelnuhnya
didasarkan pada putusan pelngadilan yang belrkelkuatan hukum teltap.

Delngan delmikian, belrbagai contoh telrselbut melnunjukkan bahwa kelgagalan jaksa
pada tahap pelmbuktian bukan selkadar felnomelna kasuistik, mellainkan melncelrminkan
adanya pelrmasalahan struktural dalam pellaksanaan fungsi dominus litis, khususnya dalam
melmastikan kualitas pelmbuktian seljak tahap awal pelnanganan pelrkara.Belrdasarkan dua
putusan telrselbut, isu hukum melngelnai elfelktivitas jaksa selbagai pelngelndali pelrkara
bukan lagi belrupa dugaan atau praduga, mellainkan tellah melnjadi fakta hukum yang
didasarkan pada pelrtimbangan majellis hakim. Putusan-putusan telrselbut melnunjukkan
bahwa jaksa bellum mampu melngkoordinasikan pelnyidikan selcara melmadai, bellum
mampu melnghubungkan alat bukti delngan unsur dellik selcara logis, dan bellum melnilai
kellayakan pelmbuktian selcara optimal selbellum melmbawa pelrkara kel pelngadilan.
Padahal, selbagai dominus litis, jaksa melmiliki kelwelnangan untuk mellakukan
prapelnuntutan, melmbelrikan peltunjuk matelriil kelpada pelnyidik, dan melnuntut hanya
apabila alat bukti tellah telrpelnuhi selsuai kelteIntuan KUHAP . Fakta bahwa hakim
melnyatakan unsur dakwaan tidak telrpelnuhi melnunjukkan bahwa fungsi pelngawasan
telrselbut tidak dilakukan selcara melnyelluruh. Delngan delmikian, isu hukum yang muncul
adalah apakah kelwelnangan dominus litis sudah dijalankan selcara belnar dan proporsional
untuk melmastikan telrcapainya keladilan dalam pelmbuktian.

Data kelgagalan pelmbuktian telrselbut selmakin melnelgaskan adanya problelm
yuridis dan administratif dalam pellaksanaan kelwelnangan jaksa. Mellalui dua putusan
telrselbut, dapat telrlihat bahwa kelgagalan pelmbuktian selring belrasal dari lelmahnya
konstruksi dakwaan, keltidaktelpatan melmilih alat bukti, hingga kurangnya konsistelnsi
antara BAP dan fakta pelrsidangan . Padahal, melnurut telori elfelktivitas pelnelgakan
hukum, kualitas aparat pelnelgak hukum melrupakan salah satu faktor utama yang
melnelntukan elfelktivitas sistelm hukum selcara kelselluruhan . Apabila jaksa selbagai
dominus litis tidak melnjalankan kelwelnangan selcara maksimal, maka sistelm pelradilan
pidana akan kelhilangan kontrol substantif yang selharusnya melnjadi fondasi utama dalam
pelnelgakan hukum. Hal ini tidak hanya belrpotelnsi melrugikan telrdakwa yang dituntut
tanpa bukti yang kuat, teltapi juga melrugikan masyarakat luas karelna melnurunkan
lelgitimasi dan kelpelrcayaan telrhadap lelmbaga keljaksaan selbagai pelnjaga
kelpelntingan publik dan keladilan.

Delngan delmikian, pelnellitian ini melnjadi sangat pelnting untuk melngkaji
bagaimana pelran dominus litis selharusnya dijalankan, bagaimana kelgagalan pelmbuktian
dapat telrjadi, selrta seljauh mana kelwelnangan jaksa dalam hukum acara pidana pelrlu
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dipelrkuat atau dipelrjellas. Kajian ini tidak hanya belrtujuan untuk melnganalisis norma,
teltapi juga untuk melmbelrikan kontribusi telrhadap kel elfelktivitasan sistelm pelradilan
pidana di Indonelsia mellalui pelnguatan pelran jaksa pada tahap pelmbuktian, selhingga
seltiap pelrkara yang diajukan belnar-belnar melncelrminkan prinsip objelktivitas,
profelsionalitas, dan keladilan substantif.

Felnomelna kelgagalan pelmbuktian olelh jaksa bukan hanya telrcelrmin dari dua
putusan telrselbut, teltapi juga seljalan delngan laporan tahunan belbelrapa lelmbaga
pelngawas pelradilan yang melnunjukkan kelcelndelrungan melningkatnya pelrkara belbas
akibat lelmahnya konstruksi dakwaan dan keltidaksiapan alat bukti yang diajukan di
pelrsidangan . Belbelrapa pelnellitian akadelmik juga melnelgaskan bahwa kelndala utama
telrleltak pada kurangnya koordinasi antara jaksa dan pelnyidik, telrutama dalam prosels
prapelnuntutan yang selharusnya melnjadi melkanismel pelnyaringan awal telrhadap
kellayakan bukti. Keltika prosels prapelnuntutan hanya dilakukan selcara administratif
tanpa elvaluasi substansial, jaksa tidak dapat melnjalankan kontrol dominus litis selsuai
delngan konselp idelalnya. Kondisi ini melnunjukkan adanya kelselnjangan antara norma
hukum (das solleln) delngan praktik elmpiris (das selin) dalam manajelmeln pelrkara
pidana, selhingga wajar apabila ditelmukan putusan belbas atau lelpas yang seljatinya dapat
dihindari apabila fungsi dominus litis dilakukan selcara melnyelluruh.

Sellain itu, urgelnsi pelnellitian ini juga belrkaitan hukum acara pidana mellalui
KUHAP telrbaru yang selcara elksplisit melmpelrluas kelwelnangan jaksa selbagai dominus
litis. Pelnguatan ini melnuntut pelningkatan standar profelsionalitas, akuntabilitas, dan
meltodel pelmbuktian ilmiah yang harus ditelrapkan olelh jaksa dalam seltiap pelnanganan
pelrkara. Namun, pelnguatan kelwelnangan tanpa diikuti elvaluasi telrhadap kellelmahan
praktik selbellumnya belrpotelnsi melnimbulkan keltidakelfelktifan baru, telrutama jika
budaya kelrja dan melkanismel koordinasi antar-pelnelgak hukum tidak dibelnahi . Dalam
kontelks ini, pelnellitian melngelnai dominus litis melnjadi sangat rellelvan untuk mellihat
apakah pelnguatan posisi jaksa dalam KUHAP telrbaru belnar-belnar mampu
melminimalisir kelgagalan pelmbuktian, atau justru melmpelrluas potelnsi pelnyalahgunaan
kelwelnangan apabila tidak didukung olelh standar pelrtanggungjawaban hukum yang kuat.
Delngan delmikian, kajian ini tidak hanya belrsifat reltrospelktif telrhadap kasus yang tellah
telrjadi, teltapi juga prospelktif dalam melmastikan bahwa relformasi hukum tidak
melnghasilkan masalah baru dalam praktik pelradilan pidana.

Dalam kaitannya delngan tahap pelmbuktian, pelnelrapan prinsip dominus litis juga
sangat ditelntukan olelh kualitas surat dakwaan yang disusun olelh jaksa. Surat dakwaan
melrupakan dasar dan batas pelmelriksaan di pelrsidangan, selhingga harus melmelnuhi
syarat formil dan matelriil selbagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 2025. Kualitas
dakwaan yang baik tidak hanya ditelntukan olelh kelleIngkapan idelntitas dan uraian
pelrbuatan, teltapi juga olelh keltelpatan dalam melrumuskan unsur-unsur tindak pidana
selrta kelmampuan melngaitkan fakta hukum delngan alat bukti yang akan diajukan di
pelrsidangan. Dakwaan yang lelmah, kabur (obscuur libell), atau tidak sinkron delngan alat
bukti akan belrimplikasi langsung pada kelgagalan pelmbuktian, selhingga melnunjukkan
tidak optimalnya pelran jaksa selbagai dominus litis dalam melrancang konstruksi pelrkara
seljak awal.

Kelbelrhasilan jaksa dalam melnjalankan fungsi dominus litis pada tahap pelmbuktian
juga dapat diukur mellalui belbelrapa indikator pelmbuktian. Indikator telrselbut antara lain
telrpelnuhinya minimal dua alat bukti yang sah selrta kelyakinan hakim selbagaimana diatur
dalam KUHAP Tahun 2025, adanya keltelrkaitan yang logis dan sistelmatis antar alat bukti,
selrta kelmampuan jaksa dalam melmbangun kelyakinan hakim mellalui argumelntasi
hukum yang konsisteln. Di samping itu, konsistelnsi antara Belrita Acara Pelmelriksaan
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(BAP) delngan fakta yang telrungkap di pelrsidangan juga melnjadi indikator pelnting
dalam melnilai kualitas pelmbuktian. Apabila telrdapat disharmoni antara alat bukti,
dakwaan, dan fakta pelrsidangan, maka hal telrselbut melncelrminkan lelmahnya
pelngelndalian pelrkara olelh jaksa seljak tahap prapelnuntutan.

Dalam pelrspelktif pelrkelmbangan hukum acara pidana, pelnguatan prinsip dominus
litis juga telrcelrmin dalam KUHAP Tahun 2025 yang melmbelrikan lelgitimasi lelbih
telgas telrhadap pelran jaksa selbagai pelngelndali pelrkara, telrmasuk dalam prosels
prapelnuntutan dan pelngelndalian kualitas pelmbuktian. Namun delmikian, pelnguatan
normatif telrselbut pelrlu diikuti delngan elvaluasi telrhadap praktik pelnelrapannya.
ELvaluasi ini pelnting untuk melnilai apakah pelrluasan kelwelnangan jaksa belnar-belnar
diimplelmelntasikan dalam belntuk pelngelndalian substansial telrhadap kualitas
pelmbuktian, atau justru masih telrjelbak pada pelndelkatan administratif selbagaimana
yang telrjadi dalam praktik selbellumnya. Delngan delmikian, elfelktivitas prinsip dominus
litis dalam KUHAP 2025 tidak hanya diukur dari belsarnya kelwelnangan yang dibelrikan,
teltapi juga dari seljauh mana jaksa mampu melngoptimalkan kelwelnangan telrselbut untuk
melmastikan bahwa seltiap pelrkara yang diajukan kel pelngadilan tellah melmelnuhi
standar pelmbuktian yang kuat, objelktif, dan belrorielntasi pada kelbelnaran matelril.
Sellain itu, pelnelrapan prinsip dominus litis dalam tahap pelmbuktian juga melnuntut
adanya kelmampuan analitis jaksa dalam melnilai kelkuatan pelmbuktian selcara prospelktif
selbellum pelrkara dilimpahkan kel pelngadilan, selhingga dapat melminimalisir risiko
kelgagalan pelmbuktian di pelrsidangan. Delngan delmikian, jaksa tidak hanya belrpelran
selbagai pihak yang melngajukan pelrkara, teltapi juga selbagai pihak yang melmastikan
bahwa konstruksi pelmbuktian tellah melmelnuhi standar hukum dan mampu melyakinkan
hakim selcara rasional dan objelktif..

METODE PENELITIAN

Pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian doktrinal, yaitu suatu meltodel
pelnellitian hukum yang belrfokus pada norma-norma hukum selbagai objelk kajian.
Pelndelkatan ini dilakukan mellalui analisis hubungan antar norma, pelnellaahan telrhadap
isi norma, pelnggabungan telori-telori hukum, selrta pelngkajian asas-asas hukum yang
rellelvan. Pelnellitian doktrinal belrsifat normatif dan melnggunakan pelndelkatan lelgis
positivis, yang melmandang hukum idelntik delngan norma-norma telrtulis yang dibuat dan
diundangkan olelh lelmbaga atau peljabat yang belrwelnang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PERAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM KUHAP TERHADAP
TAHAP PEMBUKTIAN
A. Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam KUHAP

KUHAP melmbelrikan pelnelgasan baru yang sangat pelnting telrkait keldudukan
Jaksa Pelnuntut Umum (JPU) selbagai dominus litis, yaitu pelngelndali utama jalannya
pelrkara pidana . KUHAP justru melnelgaskannya selcara elksplisit selbagai bagian intelgral
dari sistelm pelradilan pidana modelrn. Pelnguatan ini tidak hanya untuk melmpelrjellas
struktur kelrja, teltapi juga untuk melmastikan adanya satu lelmbaga yang belrtanggung
jawab pelnuh telrhadap kualitas pelnanganan pelrkara seljak awal. Melngingat
komplelksitas prosels hukum yang mellibatkan banyak lelmbaga selpelrti kelpolisian,
pelngadilan, dan lelmbaga pelmasyarakatan, kelbelradaan satu aktor yang melmelgang
kontrol selpelrti JPU sangat dipelrlukan agar prosels pelnelgakan hukum teltap konsisteln.

LJohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
him. 295.
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Delngan delmikian, JPU tidak hanya selkadar peljabat yang mellimpahkan dakwaan kel
pelngadilan, teltapi juga figur stratelgis yang melnelntukan arah, ritmel, dan kualitas
pelrkara seljak tahap pelnyidikan hingga tahap pelmbuktian.

Salah satu pelnguatan paling melnonjol dalam KUHAP adalah pelrluasan
kelwelnangan JPU dalam mellakukan pelngawasan substansial telrhadap pelnyidikan .
Belrbelda delngan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP selbellumnya) yang hanya melmbelri
kelselmpatan JPU “melmelriksa kellelngkapan belrkas”, KUHAP selcara elksplisit
melmbelri welwelnang bagi JPU untuk melngarahkan pelnyidik dalam melngumpulkan
bukti telrtelntu, mellelngkapi kelkurangan formil, selrta melmastikan kelselluruhan prosels
pelnyidikan selsuai asas duel procelss of law. Delngan pelrluasan kelwelnangan telrselbut,
kualitas pelnyidikan tidak lagi telrgantung selpelnuhnya pada intelrpreltasi pelnyidik, teltapi
juga mellalui kelndali hukum dari JPU. Hal ini sangat pelnting untuk melncelgah telrjadinya
pelnyidikan yang telrburu-buru atau pelnyidikan yang tidak melndalam selhingga
belrpotelnsi melnimbulkan putusan belbas karelna bukti yang lelmah. Delngan
melmbelrdayakan JPU selbagai pelngelndali pelnyidikan, KUHAP ingin melmastikan
bahwa suatu pelrkara baru dapat diajukan kel pelngadilan apabila belnar-belnar melmiliki
dasar bukti yang kuat dan telrukur.

KUHAP juga melnelgaskan bahwa pelnyidik wajib melngikuti peltunjuk JPU,
selhingga hubungan kelduanya melnjadi lelbih struktural dan tidak lagi selkadar koordinatif
selpelrti dalam KUHAP lama . Hal ini melnciptakan sistelm pelngawasan yang elfelktif
karelna JPU melndapatkan posisi kelndali atas bukti-bukti yang akan digunakan dalam
pelmbuktian nanti. Delngan kelwelnangan telrselbut, JPU tidak hanya melmelriksa
kelbelnaran formil belrkas teltapi juga melmastikan kualitas matelriilnya, selpelrti
konsistelnsi keltelrangan saksi, rellelvansi bukti surat, hingga kelcukupan alat bukti untuk
melmbuktikan unsur dellik. Delngan delmikian, KUHAP melmbelrikan dasar hukum yang
kuat bagi JPU untuk melmastikan bahwa pelrkara yang dibawa kel pelngadilan tellah
melmelnuhi standar minimal pelmbuktian, selhingga melmpelrkelcil risiko dakwaan tidak
telrbukti.

Sellain melngatur hubungan antara JPU dan pelnyidik, KUHAP juga melrancang
ulang fungsi manajelrial JPU selbagai casel managelr yang belrtanggung jawab atas
kelselluruhan pelrjalanan suatu pelrkara pidana . Hal ini melncakup melmastikan tidak
telrjadinya pellanggaran proseldural, melmastikan hak telrsangka maupun korban
dihormati, selrta melmastikan bahwa pelrkara tidak dipaksakan untuk naik kel pelngadilan
apabila tidak melmelnuhi syarat hukum. Pelndelkatan manajelrial ini sangat pelnting
melngingat komplelksitas prosels pelradilan pidana yang selring kali melngalami hambatan
telknis maupun administratif. Delngan JPU melnjadi figur selntral, sistelm melnjadi lelbih
telratur, dan standar profelsionalitas dapat ditingkatkan.

Selcara kelselluruhan, pelnguatan pelran JPU selbagai dominus litis dalam KUHAP
melncelrminkan upaya modelrnisasi sistelm pelradilan pidana yang sellama ini dianggap
kurang elfelktif. Delngan posisi yang selmakin jellas, JPU diharapkan mampu melnjalankan
fungsi pelnuntutan selcara profelsional, objelktif, dan proporsional. Pelran ini juga pelnting
untuk melmastikan bahwa tidak ada pelrkara yang dipaksakan untuk masuk kel pelngadilan
hanya delmi formalitas, teltapi selmata-mata belrdasarkan bukti yang kuat. Delngan
delmikian, KUHAP melmbelrikan landasan hukum baru yang tidak hanya melmpelrkuat
keldudukan JPU, teltapi juga melningkatkan kualitas pelnelgakan hukum selcara
melnyelluruh.

Dalam KUHAP, keldudukan Jaksa Pelnuntut Umum selbagai dominus litis
dipelrtelgas mellalui pelrluasan kelwelnangan pada tahap pra-pelnuntutan, pelnyidikan,
hingga pelrsidangan. Pelran dominan ini melnelmpatkan jaksa bukan hanya selbagai pihak
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yang melnyusun dakwaan, teltapi juga selbagai pelngarah pelmbuktian yang melmastikan
selluruh alat bukti yang dikumpulkan melmelnuhi standar pelmbuktian pidana. Pelnguatan
dominus litis di dalam KUHAP melrupakan langkah stratelgis untuk melnciptakan
pelnelgakan hukum yang lelbih telrkoordinasi dan telrhindar dari disharmoni prosels antar
aparat pelnelgak hukum .

Sellain itu, KUHAP melmbelrikan ruang bagi jaksa untuk mellakukan elvaluasi
melnyelluruh telrhadap kelcukupan bukti selbellum pelrkara dilimpahkan kel pelngadilan.
Hal ini melnunjukkan bahwa jaksa tidak hanya belrfungsi selbagai pelnuntut, mellainkan
selbagai pelngelndali substansi pelrkara selhingga arah pelmbuktian dapat telrukur seljak
tahap awal. Pelran dominus litis melmungkinkan jaksa mellakukan pelmelriksaan kritis
telrhadap kualitas alat bukti, melmastikan rellelvansinya, dan melnilai apakah bukti
telrselbut mampu melmbuktikan unsur dellik selcara komprelhelnsif . Pelnguatan fungsi
dominus litis dalam KUHAP juga melnelkankan pelntingnya profelsionalitas dan
kelmampuan telknis jaksa dalam melmahami bukti ilmiah dan digital. Pelrkara-pelrkara
modelrn melmbutuhkan pelndelkatan pelmbuktian yang tidak selkadar administratif,
mellainkan belrbasis analisis forelnsik dan telknologi. Tuntutan profelsionalitas ini melnjadi
konselkuelnsi logis dari pelrluasan kelwelnangan jaksa dalam KUHAP, selhingga
pelningkatan kapasitas SDM melnjadi prasyarat untuk melncapai elfelktivitas dominus litis
. Lelbih jauh, konselp dominus litis dalam KUHAP dimaksudkan untuk melmpelrkuat
konsistelnsi logis antara pelnyidikan dan pelnuntutan. Dalam banyak pelrkara yang
melnyelbabkan putusan belbas, keltidaksinkronan antara dua tahap ini melnjadi pelnyelbab
utama. Delngan pelnguatan pelran JPU selbagai pelngelndali prosels, KUHAP diharapkan
mampu melnutup cellah telrselbut. Bahwa dominus litis adalah instrumeln untuk
melnciptakan kelsinambungan antara alat bukti yang dikumpulkan dan konstruksi
pelmbuktian yang diuji di pelrsidangan .

KUHAP melnelmpatkan jaksa pelnuntut umum selbagai aktor selntral dalam prosels
pelnelgakan hukum pidana, khususnya dalam melnjalankan fungsi pelnuntutan.
Keldudukan ini melnunjukkan bahwa jaksa tidak hanya belrpelran selbagai pihak yang
melmbawa pelrkara kel pelngadilan, teltapi juga selbagai pihak yang melnelntukan arah dan
kellanjutan pelrkara pidana. Dalam kelrangka telrselbut, pelran jaksa selbagai dominus litis
dalam KUHAP telrcelrmin dari kelwelnangannya untuk melnilai kellelngkapan belrkas
pelrkara, melnelntukan kellayakan pelrkara untuk dituntut, selrta melnyusun konstruksi
dakwaan yang akan diuji di pelrsidangan.

Pelran dominus litis dalam KUHAP selcara implisit melnunjukkan bahwa jaksa
melmiliki kelwelnangan stratelgis dalam melnelntukan apakah suatu pelristiwa pidana layak
untuk diprosels lelbih lanjut. Kelwelnangan ini melnelmpatkan jaksa selbagai filtelr awal
agar pelrkara pidana yang diajukan kel pelngadilan belnar-belnar didukung olelh dasar
pelmbuktian yang melmadai. Delngan delmikian, dominus litis tidak hanya dimaknai
selbagai kelwelnangan formal, teltapi juga selbagai tanggung jawab substantif untuk
melncelgah telrjadinya prosels pelradilan yang tidak elfelktif atau tidak belrkeladilan.
Namun delmikian, dalam praktik, pellaksanaan pelran dominus litis olelh jaksa masih
melnghadapi belrbagai kelndala. Salah satu kelndala utama adalah kelcelndelrungan jaksa
untuk lelbih melnelkankan aspelk formil kellelngkapan belrkas pelrkara dibandingkan
delngan kualitas substansi pelmbuktian. Kondisi ini melnyelbabkan pelrkara teltap
dilimpahkan kel pelngadilan melskipun konstruksi pelmbuktiannya lelmah. Dalam kontelks
ini, pelran dominus litis bellum selpelnuhnya dijalankan selbagai instrumeln pelngelndali
kualitas pelnuntutan, mellainkan masih telrbatas pada pelmelnuhan proseldur formal
KUHAP.
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Sellain itu, pelran jaksa selbagai dominus litis dalam KUHAP juga belrkaitan elrat
delngan profelsionalitas dan indelpelndelnsi pelnuntutan. Jaksa dituntut untuk belrsikap
objelktif dalam melnilai pelrkara, telrmasuk belrani melnghelntikan pelnuntutan apabila
tidak ditelmukan cukup bukti. Objelktivitas ini melnjadi elselnsi dominus litis, karelna
kelwelnangan pelnuntutan tidak bolelh digunakan selmata-mata untuk melmelnuhi tuntutan
formal pelnelgakan hukum, teltapi harus belrorielntasi pada pelncapaian keladilan
substantif.

Sellain dimaknai selbagai kelwelnangan melngelndalikan pelrkara, pelran jaksa
selbagai dominus litis dalam KUHAP juga harus dipahami selbagai tanggung jawab
institusional untuk melnjamin kualitas prosels pelnuntutan. Jaksa tidak hanya belrtindak
selbagai pellaksana norma hukum, teltapi juga selbagai pelnelntu arah kelbijakan
pelnuntutan dalam pelrkara konkrelt. Dalam kontelks ini, dominus litis melnelmpatkan jaksa
pada posisi stratelgis untuk melmastikan bahwa seltiap pelrkara yang diajukan kel
pelngadilan tellah melmelnuhi standar pelmbuktian yang layak selcara hukum.

Pelran telrselbut melnuntut jaksa untuk melmiliki kelmampuan analisis hukum yang
komprelhelnsif, khususnya dalam melnghubungkan fakta hasil pelnyidikan delngan unsur
tindak pidana yang didakwakan. Kelgagalan dalam mellakukan analisis ini akan
belrimplikasi langsung pada lelmahnya dakwaan dan belrpotelnsi melnyelbabkan
kelgagalan pelmbuktian di pelrsidangan. Olelh karelna itu, dominus litis harus diwujudkan
dalam belntuk pelnguasaan matelri hukum pidana dan hukum pelmbuktian selcara
melndalam olelh jaksa pelnuntut umum.

Dalam praktik, masih dijumpai kelcelndelrungan jaksa untuk belrsikap pasif telrhadap
kualitas pelnyidikan delngan alasan melnghormati kelwelnangan pelnyidik. Sikap ini
melnunjukkan bahwa pelran dominus litis bellum selpelnuhnya dimanfaatkan selbagai alat
pelngelndali substantif. Padahal, KUHAP melmbelrikan ruang bagi jaksa untuk selcara aktif
melngarahkan pelnyidikan agar sellaras delngan kelbutuhan pelmbuktian di pelrsidangan.

Pelran dominus litis juga belrkaitan delngan kelwajiban jaksa untuk melnjaga
kelselimbangan antara kelpelntingan nelgara dan hak individu. Jaksa tidak bolelh
melmaksakan pelnuntutan apabila alat bukti yang telrseldia tidak cukup kuat, karelna
tindakan telrselbut belrpotelnsi mellanggar prinsip keladilan dan kelpastian hukum. Dalam
hal ini, dominus litis belrfungsi selbagai melkanismel eltik selkaligus yuridis dalam
pellaksanaan pelnuntutan.

Pelrubahan pelngaturan dalam KUHAP melnunjukkan adanya pelrgelselran
signifikan dalam melmaknai pelran jaksa pelnuntut umum selbagai dominus litis apabila
dibandingkan delngan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Undang-undang telrselbut, pelran
dominus litis jaksa celndelrung belrsifat implisit dan lelbih telrbatas pada tahap pelnuntutan
formal, selmelntara kelwelnangan pelngelndalian pelrkara selcara substansial masih sangat
belrgantung pada hasil pelnyidikan. Kondisi telrselbut melnyelbabkan jaksa selring kali
belrada pada posisi relaktif telrhadap belrkas pelrkara yang diselrahkan olelh pelnyidik.

Pelrbeldaan melndasar lainnya telrleltak pada orielntasi pelnuntutan. UU No. 8 Tahun
1981 (KUHAP selbellumnya) celndelrung melnelmpatkan kelbelrhasilan pelnuntutan pada
aspelk formil telrpelnuhinya proseldur, seldangkan KUHAP saat ini mulai melngarah pada
pelnuntutan yang belrbasis kualitas pelmbuktian dan pelrlindungan hak asasi manusia.
Pelrgelselran orielntasi ini melnunjukkan bahwa dominus litis tidak lagi dimaknai selbagai
alat untuk melmpelrbanyak pelrkara yang diajukan kel pelngadilan, mellainkan selbagai
melkanismel sellelksi untuk melnjamin bahwa hanya pelrkara yang layak selcara yuridis
yang diprosels lelbih lanjut.

Sellain itu, KUHAP saat ini juga melmpelrkuat tanggung jawab profelsional jaksa
dalam pellaksanaan dominus litis. Jaksa tidak hanya dituntut untuk mampu melmbuktikan
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dakwaan di pelrsidangan, teltapi juga belrtanggung jawab atas kelputusan untuk
mellanjutkan atau melnghelntikan pelrkara. Dalam kontelks ini, kelgagalan pelmbuktian
tidak lagi dapat dipandang selmata-mata selbagai risiko prosels pelradilan, mellainkan
selbagai indikator elvaluatif telrhadap pellaksanaan kelwelnangan dominus litis olelh jaksa.
Hal ini melrupakan pelmbaruan pelnting dibandingkan delngan KUHAP selbellummya
yang rellatif minim melkanismel pelrtanggungjawaban pelnuntutan.

Tabel 1. Pelran Jaksa Pelnuntut Umum Selbagai Dominus litis dalam KUHAP

' NO | PERANAN KUHAP 1981 KUHAP 2025 |
1. Kedudukan Jaksa Jaksa sebagal penuntut | Jaksa ditegaskan sebagai
umum  yang melaksanakan | pengendali perkara sejak tahap
penuntutan  di  pengadilan, | awal sampai penuntutan. Pasal 1

Pada pasal 1 angka & huruf
a, dan pasal 137 KUHAP

Ayat 9, Pasal 58, Pasal 62 Ayat 2,
5, dan & KUHAP 2025

2. Prinsip Dorminus Litis

Tidak dirumuskan secara
tegas, namun tersirat dari
kEwenangan penuntutan,
Pasal 139 KUHAP

Prinsip dominus M ditegaskan
sebagai dasar kewenangan jaksa
dalam mengendalikan  perkara.
Pasal 58, Pasal 62 Ayat 2, 5,
dan &, Pasal 65 KUHAP 2025

3. | Hubungan Jaksa dan
Penyidik

4, Pengendali
Pembuktian

B Pelimpahan Perkara
ke Pengadilan

Bersifat koordinatif, jaksa
menunggu  hasil penyidikan,
Pasal 109, Pasal 110 KUHAP

Pembuktian difokuskan pada
tahap persidangan. Pasal 143
KLHAP

Perkara dilimpahkan setelah
berkas dinyatakan lengkap
(P-21). Pasal 139, Pasal 143
KLIHAP

Bersifat fungsional dan integratif,

jaksa dapat mengendalikan arah

perkara. Pasal 58 Sampal dengan

62 Kuhap 2025 |
Jaksa mengawal pembuktian sejak

tahap awal penyidikan. Pasal 62

Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 235 KUHAP |
Jaksa menllai kelayakan substantif

dan proporsionalitas perkara

sebelum pelimpahan. Pasal 62.

b Penghentian Perkara

Penghentian
dominan
penyidik [SP3).
ayat (2) KUHAP

perkara
kewenangan
Pasal 109

Jaksa memiliki peran lebih kuat
dalam menentukan kelanjutan
atau penghentian perkara.
Pasal. 62 ayat 5 dan 6, serta pasal

65 huruf F

Sumber : KUHAP (1981) KUHAP (2025)

Tabell 3.1 melnunjukkan pelrgelselran signifikan pelran Jaksa Pelnuntut Umum dari
KUHAP 1981 kel KUHAP 2025. Dalam KUHAP 1981, jaksa lelbih belrpelran pasif dan
telrbatas pada tahap pelnuntutan selrta melnunggu hasil pelnyidikan. Selbaliknya, KUHAP
2025 melnelgaskan jaksa selbagai pelngelndali pelrkara (dominus litis) seljak tahap awal
pelnyidikan, telrmasuk dalam pelngelndalian pelmbuktian, pelnilaian kellayakan pelrkara,
hingga kelwelnangan melnelntukan kellanjutan atau pelnghelntian pelrkara. Pelrbeldaan
utama telrleltak pada pelnguatan posisi jaksa yang tidak lagi selkadar formal, mellainkan
substantif dan stratelgis dalam kelselluruhan prosels pelradilan pidana.

Pelnguatan pelran jaksa dalam KUHAP 2025 juga belrdampak pada melningkatnya
akuntabilitas pelnanganan pelrkara pidana. Delngan keltelrlibatan jaksa seljak awal
pelnyidikan, potelnsi telrjadinya belrkas pelrkara yang lelmah, bolak-balik (P-19 belrulang),
selrta pelmbuktian yang tidak telrarah dapat diminimalisir. Hal ini melnunjukkan bahwa
pelrbeldaan KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 tidak hanya belrsifat normatif, teltapi juga
belrorielntasi pada elfisielnsi dan kualitas prosels pelradilan pidana.

B. Dominus Litis Sebagai Mekanisme Pengendali Sistem Peradilan Pidana

Konselp dominus litis dalam Rancangan KUHAP melmbelrikan JPU pelran selbagai
pelngelndali utama prosels pelradilan pidana selcara melnyelluruh . Tidak selpelrti dalam
KUHAP selbellumnya, konselp ini melnuntut JPU untuk melnjalankan pelrannya bukan
hanya keltika pelrkara melmasuki tahap pelrsidangan, teltapi seljak prosels pelnyidikan
dimulai. Rancangan KUHAP melnelmpatkan JPU selbagai figur yang harus melmastikan
hukum ditelgakkan delngan teltap melmpelrhatikan asas lelgalitas, kelpatutan, selrta prinsip
duel procelss of law. Delngan pelran ini, JPU bukan hanya melnjalankan fungsi pelnuntutan,
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teltapi juga melnjaga kelselimbangan antara kelpelntingan nelgara, kelpelntingan publik,
dan pelrlindungan hak asasi para pihak yang telrlibat dalam pelrkara.

Dalam kontelks pelmbuktian, JPU melmiliki tanggung jawab untuk melnyusun
stratelgi pelmbuktian selcara sistelmatis, mulai dari melnelntukan alat bukti yang rellelvan,
melnguji kreldibilitas saksi, hingga melmastikan bukti yang diajukan selsuai delngan
keltelntuan hukum acara pidana . Tanpa stratelgi pelmbuktian yang telrelncana, dakwaan
belrisiko belsar tidak dapat dibuktikan, melskipun selcara matelriil telrdakwa selbelnarnya
telrbukti mellakukan tindak pidana. Olelh karelna itu, JPU belrpelran pelnting dalam
melmastikan bahwa seltiap alat bukti yang diajukan tidak hanya sah selcara formil teltapi
juga kuat selcara substansial untuk melmbangun kelyakinan hakim.

Sellain fungsi pelmbuktian, JPU juga melmiliki fungsi pelngawasan telrhadap
tindakan pelnyidik agar tidak telrjadi pelnyalahgunaan kelwelnangan ataupun
maladministrasi . Mellalui fungsi kontrol ini, JPU dapat melmastikan pelnyidikan belrjalan
objelktif, tidak diskriminatif, selrta tidak mellanggar hak telrsangka atau telrdakwa. Delngan
delmikian, konselp dominus litis bukan hanya melnelgaskan kelkuasaan JPU, teltapi juga
melmbelrikan melkanismel chelck and balancel dalam sistelm pelradilan pidana.

ELfelktivitas JPU selbagai dominus litis juga belrkaitan delngan elfisielnsi prosels
pelradilan pidana. Rancangan KUHAP melmbelrikan JPU kelwelnangan untuk melnilai
mana pelrkara yang layak dilanjutkan kel pelrsidangan, mana yang selbaiknya dihelntikan,
selrta mana yang lelbih telpat disellelsaikan mellalui altelrnatif pelnyellelsaian pelrkara
selpelrti divelrsi atau relstorativel justicel . Delngan delmikian, JPU tidak hanya belrfungsi
selbagai pelnuntut, teltapi selbagai pelnyaring pelrkara agar pelradilan pidana tidak
dibelbani pelrkara yang tidak melmiliki nilai pelmbuktian yang kuat.

Delngan hadirnya Rancangan KUHAP, konselp dominus litis melnjadi salah satu
fondasi modelrnisasi sistelm pelradilan pidana Indonelsia . JPU ditelmpatkan selbagai pihak
yang tidak hanya belrpelran dalam melmbelrikan dakwaan, teltapi juga selbagai
pelngelndali kualitas pelnelgakan hukum. Pelran ini sangat pelnting untuk melmastikan
bahwa prosels pelradilan pidana belrjalan elfelktif, transparan, dan akuntabell selsuai
tuntutan pelrkelmbangan hukum kontelmporelr.

Selbagai melkanismel pelngelndali sistelm pelradilan pidana, dominus litis
melmbelrikan tanggung jawab kelpada jaksa untuk melnjamin bahwa selluruh prosels
pelnanganan pelrkara belrlangsung selsuai prinsip lelgalitas, objelktivitas, dan duel procelss
of law. Kelhadiran dominus litis melmungkinkan jaksa melmastikan bahwa tindakan
pelnyidik tidak mellampaui batas kelwelnangan dan teltap belrada dalam koridor
pelmbuktian yang rellelvan bahwa dominus litis belrfungsi selbagai instrumeln kontrol yang
dapat melningkatkan intelgritas kelselluruhan sistelm pelradilan pidana mellalui
pelngawasan struktural dan substantif telrhadap pelnyidikan .

Kelwelnangan dominus litis juga belrdampak langsung telrhadap kualitas belrkas
pelrkara yang diajukan kel pelngadilan. Delngan adanya fasilitas untuk melngelmbalikan
belrkas yang dinilai bellum leIngkap, jaksa belrpelran melncelgah masuknya pelrkara tanpa
dasar pelmbuktian kuat kel tahap pelnuntutan. Kelbelradaan fungsi ini dapat melngurangi
potelnsi kelgagalan pelmbuktian yang selring belrujung pada putusan belbas, karelna jaksa
melmiliki kelndali pelnuh untuk melmastikan rellelvansi dan kelcukupan alat bukti
selbellum diajukan kel pelrsidangan . Dominus litis juga dapat dilihat selbagai melkanismel
untuk melnjaga keladilan proseldural. Pada titik ini, jaksa wajib melmpelrtimbangkan tidak
hanya bukti yang melmbelratkan telrdakwa, teltapi juga bukti yang melringankan.
Implelmelntasi asas objelktivitas ini melnjadi sangat pelnting dalam melmastikan prosels
pelradilan tidak belrubah melnjadi sarana kriminalisasi. Melnunjukkan bahwa dominus litis
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belrfungsi melngimbangi potelnsi pelnyalahgunaan welwelnang pelnyidik mellalui
kelwajiban jaksa untuk melnguji lelgalitas dan rasionalitas seltiap tindakan pelnyidikan .

Namun, dominus litis hanya dapat belrfungsi optimal apabila telrdapat sinelrgi
kellelmbagaan yang baik antara jaksa dan pelnyidik. Tanpa koordinasi yang elfelktif,
kelwelnangan dominus litis dapat telrhambat dan tidak melnghasilkan pelrbaikan signifikan
dalam kualitas pelnanganan pelrkara. Riselt Prakoso (2023) melnelkankan bahwa
harmonisasi kellelmbagaan melrupakan pilar pelnting agar dominus litis tidak hanya
melnjadi norma, teltapi belnar-belnar melnjadi melkanismel yang melningkatkan kualitas
pelnelgakan hukum.

Dominus litis tidak dapat dilelpaskan dari konselp sistelm pelradilan pidana selbagai
suatu kelsatuan yang saling belrkaitan. Dalam sistelm pelradilan pidana, seltiap subsistelm
kelpolisian, keljaksaan, pelngadilan, dan lelmbaga pelmasyarakatan melmiliki pelran yang
saling melmelngaruhi. Jaksa selbagai dominus litis belrfungsi selbagai pelnghubung
selkaligus pelngelndali alur pelrkara pidana, selhingga kualitas pelnuntutan yang dilakukan
olelh jaksa sangat melnelntukan elfelktivitas kelselluruhan sistelm pelradilan pidana.

Selbagai melkanismel pelngelndali, dominus litis melmungkinkan jaksa untuk
melngarahkan pelrkara agar tidak telrjadi tumpang tindih kelwelnangan antar aparat
pelnelgak hukum. Mellalui kelwelnangan prapelnuntutan dan pelnuntutan, jaksa dapat
melmastikan bahwa pelnyidikan tellah dilakukan selcara sah dan lelngkap selbellum
pelrkara diajukan kel pelngadilan. Fungsi pelngelndalian ini pelnting untuk melncelgah
telrjadinya pellanggaran hak telrsangka akibat prosels pelnyidikan dan pelnuntutan yang
tidak telrkoordinasi delngan baik.

ELfelktivitas dominus litis selbagai melkanismel pelngelndali sistelm pelradilan
pidana sangat belrgantung pada kualitas koordinasi antar subsistelm. Apabila koordinasi
antara pelnyidik dan pelnuntut umum tidak belrjalan optimal, maka dominus litis
kelhilangan fungsinya selbagai alat pelngelndali. Dalam kondisi telrselbut, jaksa
celndelrung hanya melnjadi pelnelrima hasil pelnyidikan tanpa melmiliki ruang yang cukup
untuk mellakukan kontrol substantif telrhadap kualitas pelmbuktian.

Sellain itu, dominus litis selbagai melkanismel pelngelndali juga belrfungsi untuk
melnjaga kelselimbangan antara kelpelntingan pelnelgakan hukum dan pelrlindungan hak
asasi manusia. Delngan kelwelnangan untuk melnilai kellayakan pelrkara, jaksa selharusnya
mampu melncelgah praktik kriminalisasi dan pelnuntutan yang belrlelbihan. Olelh karelna
itu, dominus litis harus dipahami selbagai instrumeln korelktif dalam sistelm pelradilan
pidana, bukan selkadar simbol kelwelnangan pelnuntutan.

Dominus litis selbagai melkanismel pelngelndali sistelm pelradilan pidana melmiliki
fungsi stratelgis dalam melnjaga kelsinambungan antar tahapan prosels pidana. Jaksa
belrpelran melmastikan bahwa seltiap tahapan, mulai dari pelnyidikan hingga pelnuntutan,
belrjalan selsuai delngan prinsip duel procelss of law. Tanpa pelngelndalian yang elfelktif
dari jaksa, sistelm pelradilan pidana belrpotelnsi belrjalan selcara telrfragmelntasi dan tidak
telrkoordinasi.

Pelngelndalian pelrkara olelh jaksa juga belrtujuan untuk melncelgah telrjadinya
pelnumpukan pelrkara di pelngadilan yang selbelnarnya tidak layak untuk dituntut. Dalam
kontelks ini, dominus litis belrfungsi selbagai instrumeln sellelksi pelrkara, selhingga hanya
pelrkara yang melmelnuhi syarat pelmbuktian yang diajukan kel pelrsidangan. Fungsi ini
pelnting untuk melnjaga elfisielnsi dan elfelktivitas sistelm pelradilan pidana selcara
kelselluruhan.

Namun, elfelktivitas dominus litis selbagai melkanismel pelngelndali selring kali
telrhambat olelh faktor struktural dan budaya kelrja antar aparat pelnelgak hukum.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelnyidik dan pelnuntut umum dapat
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mellelmahkan fungsi pelngelndalian pelrkara. Akibatnya, jaksa celndelrung hanya
melnelrima hasil pelnyidikan tanpa mellakukan korelksi substantif telrhadap kualitas
pelmbuktian.

Meskipun KUHAP Tahun 2025 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan
Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan
analisis yang lebih mendalam. Penguatan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
pada dasarnya bertujuan agar jaksa mampu melakukan pengendalian perkara secara
menyeluruh sejak tahap prapenuntutan hingga pembuktian di persidangan. Namun
demikian, keberhasilan penerapan ketentuan tersebut tidak hanya bergantung pada
keberadaan norma hukum, melainkan juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam
melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Apabila dianalisis berdasarkan tujuan pembentukan KUHAP Tahun 2025, kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip dominus litis belum sepenuhnya berjalan
sesuai dengan arah pembaruan hukum acara pidana. Pembentuk undang-undang
menghendaki agar jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga
sebagai pengendali kualitas perkara sehingga setiap perkara yang diajukan ke pengadilan
benar-benar memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan kewenangan tersebut agar tujuan
pembentukan KUHAP Tahun 2025 dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik
penegakan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai
kewenangan jaksa dalam KUHAP Tahun 2025 telah mengalami penguatan dibandingkan
dengan KUHAP Tahun 1981. Akan tetapi, secara implementatif masih diperlukan
peningkatan profesionalitas, integritas, serta koordinasi antar aparat penegak hukum agar
fungsi dominus litis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-
undang.

Dominus litis juga belrpelran dalam melnjaga konsistelnsi pelnelrapan hukum pidana.
Mellalui kelwelnangan pelnuntutan, jaksa dapat melmastikan bahwa pelrkara-pelrkara
seljelnis dipelrlakukan selcara konsisteln, selhingga tidak melnimbulkan disparitas
pelnelgakan hukum. Konsistelnsi ini melrupakan salah satu indikator pelnting dari sistelm
pelradilan pidana yang belrkeladilan.

Tabel 2. Dominus Litis Selbagai Melkanismel Pelngelndali Sistelm Pelradilan Pidana.

MNo.

Peranan

KUHAP 1981

KUHAP 2025

1

Konsep dominus litis

Prinsip dorminus  fbis tidak

Prinsip domiinus fitis ditegaskan

dirumuskan secara tegas dan | sebagai mekanisme pengendali
hanya tersirat melalui | perkara oleh jaksa dalam sistem
kewenangan penuntutan | peradilan pidana. Pasal 58, Pasal

oleh jaksa. Pasal 1 angka &
huruf a, Pasal 137 KUHAP

62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 65
KUHAP 2025

Pengendalian
penyidikan

tahap

jaksa tidak memiliki
kewenangan langsung untuk

tindakan
melainkan

mengendalikan
penyidikan,
menjalankan fungsi
koordinatif melalui
mekanisme pemberitahuan
dimulainya penyidikan serta
penelitian kelengkapan
berkas perkara Pasal 109,
Pasal 110 KUHAP

Jaksa memiliki peran fugsional
dalam mengarahkan dan
mengendalikan penyidikan sejak
awal. Pasal 58 Sampai dengan 62
Kuhap 2025

Pengendalian

Pengendalian pembulktian

Jaksa mengawal pembuktian sejak

Pembuktian pada tahap persidangan | tahap awal penanganan perkara,
dilaksanakan melalui | termasuk pemenuhan alat bukti.
kewenangan penuntut | Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal

umum dalam menyusun
surat dakwaan sebagai dasar
pemeriksaan perkara di
pengadilan. Pasal 143
KUHAP

235 KUHAP

Sumber

: KUHAP (1981), KUHAP (2025)
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Tabell 2 melnelgaskan pelrubahan konselptual dominus litis dari prinsip yang
belrsifat implisit dalam KUHAP 1981 melnjadi prinsip elksplisit dan fungsional dalam
KUHAP 2025. Pada KUHAP 1981, dominus litis hanya telrsirat mellalui kelwelnangan
pelnuntutan tanpa kelmampuan melngelndalikan pelnyidikan dan pelmbuktian selcara
langsung. Selmelntara itu, KUHAP 2025 melnelmpatkan dominus litis selbagai
melkanismel pelngelndali sistelm pelradilan pidana yang melmungkinkan jaksa
melngarahkan pelnyidikan dan melngawal pelmbuktian seljak awal. Pelrbeldaan ini
melnunjukkan intelgrasi pelran jaksa selbagai pelnghubung utama antar-tahap prosels
pidana.

Sellain itu, dominus litis dalam KUHAP 2025 melmpelrkuat prinsip sistelm pelradilan
pidana telrpadu (intelgrateld criminal justicel systelm) walaupun konselp ini bellum selcara
elksplisit diselbutkan didalam Undang-undang No. 20 tahun 2025, teltapi konselpnya
melnjadi bagian dari narasi pelmbahaaruan KUHAP. Jaksa tidak lagi belrada pada posisi
telrpisah dari prosels pelnyidikan, mellainkan melnjadi aktor pelngelndali yang
melmastikan kelsinambungan antara pelnyidikan, pelmbuktian, dan pelnuntutan.
Pelrbeldaan ini melnelgaskan pelrubahan konselptual dari dominus litis yang belrsifat
implisit dan telrbatas pada tahap pelnuntutan melnuju dominus litis yang belrsifat fungsional
dan opelrasional dalam kelselluruhan prosels pelradilan pidana.

C. Prospektif Efektivitas Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam
KUHAP Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Jika dilihat mellalui pelrspelktif telori elfelktivitas hukum Soelrjono Soelkanto,
pelnguatan keldudukan JPU selbagai dominus litis melrupakan salah satu faktor kunci
dalam melningkatkan elfelktivitas sistelm pelradilan pidana. Soelkanto melnyatakan bahwa
elfelktivitas hukum ditelntukan olelh lima faktor: substansi hukum, aparat pelnelgak hukum,
sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum . Delngan melmpelrkuat JPU,
Rancangan KUHAP selcara langsung melmpelrbaiki dua faktor utama telrselbut, yaitu
substansi hukum dan aparat pelnelgak hukum.

Di sisi aparat pelnelgak hukum, Rancangan KUHAP melnuntut JPU untuk melmiliki
kompeltelnsi profelsional yang lelbih tinggi, baik dalam hal telknis pelmbuktian,
pelmahaman hukum matelriil, maupun kelmampuan analisis yuridis . Hal ini selcara
otomatis melndorong pelningkatan kualitas sumbelr daya manusia di keljaksaan, selbab JPU
harus mampu melnjalankan fungsi dominus litis selcara elfelktif. Pelningkatan kapasitas ini
akan belrdampak langsung telrhadap kualitas pelnanganan pelrkara pidana, telrutama pada
tahap pelmbuktian.

Dari pelrspelktif substansi hukum, Rancangan KUHAP melmbelrikan kelpastian yang
lelbih jellas telntang keldudukan JPU dan batasan kelwelnangannya selbagai pelngelndali
pelrkara. Keltelntuan ini melngurangi potelnsi multitafsir yang sellama ini selring
melnimbulkan keltidakkonsistelnan antara pelnyidik dan JPU. Delngan adanya peldoman
yang lelbih jellas, prosels pelmbuktian dapat dilakukan lelbih elfisieln dan telrarah karelna
JPU melmiliki dasar hukum yang kuat dalam melnelntukan arah pelrkara.

Melskipun delmikian, elfelktivitas pelran JPU tidak hanya belrgantung pada telks
hukum, teltapi juga pada kelsiapan institusi dalam melnyeldiakan sarana pelnunjang
selpelrti alat forelnsik, telknologi digital forelnsik, pelrlindungan saksi, selrta sistelm
manajelmeln pelrkara yang modelrn. Tanpa dukungan sarana telrselbut, JPU akan
melnghadapi banyak kelndala dalam mellaksanakan fungsinya, telrmasuk dalam
melnghadirkan alat bukti yang “kuat selcara ilmiah”.

Faktor budaya hukum juga melrupakan pelnelntu kelbelrhasilan pelnguatan pelran
JPU. Budaya birokrasi yang masih belrsifat hielrarkis, relntan telrhadap intelrvelnsi
elkstelrnal, dan kurang melnjunjung transparansi dapat melnghambat optimalisasi pelran
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JPU selbagai dominus litis . Relformasi budaya hukum harus belrjalan belriringan delngan
relformasi normatif agar pelrubahan yang diharapkan belnar-belnar dapat telrcapai.

Selcara prospelktif, apabila selluruh faktor telrselbut dapat telrpelnuhi, pelnguatan
pelran JPU selbagai dominus litis dalam Rancangan KUHAP belrpotelnsi belsar
melningkatkan elfelktivitas, profelsionalitas, dan kreldibilitas sistelm pelradilan pidana
Indonelsia. JPU akan melnjadi figur selntral yang melnjaga kualitas pelrkara seljak awal,
melmastikan bahwa prosels pelmbuktian belrjalan selsuai standar, selrta melnjamin bahwa
putusan pelngadilan dapat melncelrminkan keladilan substantif. Delngan delmikian,
pelrubahan ini tidak hanya melmpelrkuat posisi keljaksaan, teltapi juga melningkatkan
kelpelrcayaan publik telrhadap sistelm pelradilan pidana selcara kelselluruhan.

Belrdasarkan telori elfelktivitas hukum, pelnguatan pelran dominus litis dalam
Rancangan KUHAP melmiliki potelnsi belsar untuk melningkatkan elfelktivitas sistelm
pelradilan pidana. Telori ini melnelkankan bahwa suatu hukum baru dapat elfelktif apabila
melmelnuhi unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Melnunjukkan
bahwa pelnguatan dominus litis melrupakan langkah yang melmpelrbaiki substansi hukum,
karelna melmbelrikan kelpastian dan arah yang jellas melngelnai kelwelnangan jaksa dalam
melngelndalikan pelmbuktian .

Dari pelrspelktif struktur hukum, dominus litis belrpotelnsi melmpelrbaiki koordinasi
antar aparat pelnelgak hukum. Delngan melmpelrjellas kelwelnangan JPU, Rancanga
KUHAP melminimalisasi tumpang tindih kelwelnangan dan melndorong adanya standar
opelrasional yang lelbih telrintelgrasi. Melnurut pelnellitian Anggraini (2022), elfelktifnya
dominus litis belrgantung pada kelmampuan struktur kellelmbagaan keljaksaan untuk
melnjalankan fungsi pelngawasan dan pelngelndalian selcara konsisteln .

Untuk aspelk budaya hukum, dominus litis melnuntut adanya profelsionalitas,
intelgritas, dan eltika kelrja yang tinggi dari jaksa. Tanpa pelrubahan budaya hukum,
pelrluasan kelwelnangan jaksa dapat melnjadi kontraproduktif. Bahwa pelrubahan budaya
hukum melrupakan faktor kunci agar dominus litis tidak hanya selkadar norma hukum,
teltapi belnar-belnar melnjadi praktik yang melningkatkan kualitas pelmbuktian dan
melminimalkan risiko putusan belbas akibat lelmahnya alat bukti .

Selcara prospelktif, pelnguatan dominus litis dalam Rancangan KUHAP dapat
melnjadi titik balik bagi pelningkatan kualitas pelnuntutan di Indonelsia. Delngan
pelnguatan kelwelnangan, pelningkatan kapasitas SDM, selrta dukungan relgulasi yang
selsuai telori elfelktivitas hukum, dominus litis belrpotelnsi melnciptakan sistelm
pelmbuktian yang lelbih akurat, objelktif, dan konsisteln. ELfelktivitas dominus litis akan
sangat ditelntukan olelh seljauh mana nelgara melmpelrsiapkan infrastruktur hukum,
kompeltelnsi jaksa, dan melkanismel elvaluasi belrkellanjutan .

ELfelktivitas pelran jaksa selbagai dominus litis dalam KUHAP dapat dianalisis
mellalui telori elfelktivitas hukum yang melnelkankan pada seljauh mana norma hukum
mampu diwujudkan dalam praktik. Dalam kontelks ini, elfelktivitas dominus litis tidak
hanya diukur dari kelbelradaan aturan normatif dalam KUHAP, teltapi juga dari
kelmampuan jaksa melnelrjelmahkan kelwelnangan telrselbut kel dalam tindakan konkrelt
yang belrdampak pada kualitas pelnuntutan dan pelmbuktian.

Salah satu indikator elfelktivitas dominus litis adalah kelmampuan jaksa dalam
melnyaring pelrkara seljak tahap awal. Apabila jaksa mampu melnggunakan
kelwelnangannya selcara sellelktif dan objelktif, maka pelrkara yang diajukan kel
pelngadilan akan melmiliki pelluang lelbih belsar untuk dibuktikan. Selbaliknya, apabila
dominus litis dijalankan selcara formalistik, elfelktivitas hukum melnjadi relndah karelna
prosels pelradilan tidak melnghasilkan putusan yang melncelrminkan keladilan substantif.
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Dari pelrspelktif telori elfelktivitas hukum, faktor aparat pelnelgak hukum
melmelgang pelranan pelnting. Profelsionalitas, intelgritas, dan kompeltelnsi jaksa melnjadi
variabell pelnelntu kelbelrhasilan dominus litis. Tanpa pelningkatan kualitas sumbelr daya
manusia keljaksaan, pelnguatan dominus litis dalam KUHAP belrpotelnsi tidak
melmbelrikan dampak signifikan telrhadap elfelktivitas sistelm pelradilan pidana.

Penguatan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis sebagaimana
diatur dalam KUHAP Tahun 2025 harus diimbangi dengan peningkatan profesionalitas
aparat penegak hukum. Profesionalitas merupakan faktor yang sangat menentukan
efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut karena keberhasilan pengendalian perkara
tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tetapi
juga oleh kemampuan jaksa dalam menerapkan kewenangan tersebut secara objektif,
independen, dan bertanggung jawab. Dalam konteks sistem peradilan pidana,
profesionalitas jaksa tercermin melalui kemampuan melakukan penelitian berkas perkara
secara cermat, menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materiil,
melakukan evaluasi terhadap kecukupan alat bukti, serta menyusun strategi pembuktian
yang mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana di persidangan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto, profesionalitas jaksa merupakan bagian dari faktor aparat penegak
hukum yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-
undangan dilaksanakan. Sekalipun KUHAP Tahun 2025 telah memperkuat fungsi dominus
litis, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila aparat penegak hukum belum memiliki
kompetensi, integritas, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian,
efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh kualitas
pelaksana norma tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perkara yang berakhir dengan
putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum akibat lemahnya
konstruksi surat dakwaan maupun kurang optimalnya pembuktian yang diajukan oleh
penuntut umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas jaksa masih perlu
terus ditingkatkan, terutama dalam melakukan analisis hukum terhadap hasil penyidikan
sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa sebagai dominus litis seharusnya mampu
memastikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat pembuktian
sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana sehingga kemungkinan terjadinya
kegagalan pembuktian dapat diminimalkan.

Selain kemampuan teknis, profesionalitas jaksa juga harus diwujudkan melalui sikap
objektif dalam menjalankan fungsi penuntutan. Jaksa tidak hanya berkewajiban
membuktikan dakwaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi asas keadilan dengan
memperhatikan fakta-fakta yang menguntungkan maupun yang merugikan terdakwa.
Pelaksanaan kewenangan secara objektif merupakan wujud dari prinsip due process of law
sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum dalam menjalankan fungsi
penuntutan. Oleh karena itu, profesionalitas jaksa tidak hanya berkaitan dengan aspek
kemampuan hukum, tetapi juga menyangkut integritas, independensi, serta komitmen
terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa keberhasilan penerapan prinsip
dominus litis dalam KUHAP Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma
hukum, melainkan sangat bergantung pada profesionalitas jaksa dalam menjalankan
kewenangannya. Semakin tinggi kualitas profesional aparat penegak hukum, maka semakin
besar pula peluang tercapainya tujuan pembaruan hukum acara pidana, yaitu mewujudkan
sistem peradilan pidana yang efektif, berkeadilan, menjunjung kepastian hukum, serta
mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi
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hukum acara pidana harus dipahami sebagai reformasi yang tidak hanya memperkuat aspek
normatif, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem
tersebut.

Sellain faktor aparat, elfelktivitas dominus litis juga dipelngaruhi olelh budaya hukum
dan pola kelrja institusional. Budaya kelrja yang melnelkankan kuantitas pelnuntutan
dibandingkan kualitas pelmbuktian dapat melnghambat telrwujudnya dominus litis yang
elfelktif. Olelh karelna itu, prospelktif elfelktivitas pelran jaksa selbagai dominus litis
melnuntut pelrubahan paradigma pelnuntutan yang belrorielntasi pada kualitas dan
keladilan.

Tabel 3. Prospelltif ELfelktivitas Pelran Jaksa Pelnuntut Umum Selbagai Dominus
Litis dalam KUHAP

No. | Peranan Kuhap 1981 Kuhap 2025

1. | Substansi Hukum Pengaturan mengenai peran | Penguatan pengaturan normatif
jaksa sebagai dominus ltis | mengenai peran jaksa sebagai
belum dirumuskan secara | pengendali perkara memberikan
komprehensif, sehingga | kepastian hukum dan menjadi
menimbulkan ketidakjelasan | dasar bagi penanganan perkara
arah penanganan perkara | pidana yang lebih terarah dan
dan berpotensi | efektif. Pasal 65, Pasal 231 ayat 2
menghambat konsistensi | KUHAP

penegakan hukum. Pasal 1
(6), Pasal 137, Pasal 139

KUHAP.
2. | Aparat Penegak Hukum | Pola kerja aparat penegak | Keterlibatan aktif jaksa sejak tahap
hukum menunjukkan peran | awal perkara mendorong

jaksa yang cenderung | peningkatan profesionalitas aparat
menunggu  hasil proses | penegak hukum serta memperbaiki

sebelumnya, sehingga | kualitas pembuktian dan
keterlibatan jaksa dalam | penuntutan secara berkelanjutan.
menentukan kualitas | Pasal 59, Pasal 62 Ayat 2, 5, dan &

perkara relatif terbatas. | KUHAP.
Pasal 14, Pasal 137 KUHAP
Sumber : KUHAP (1981), KUHAP (2025)

Tabell 3. melnggambarkan pelnguantan pelran Jaksa Pelnuntut Umum selbagai
dominus litis dalam KUHAP 2025 belrimplikasi langsung telrhadap pelningkatan
elfelktivitas pelnelgakan hukum pidana. Keljellasan substansi hukum yang melnelgaskan
kelwelnangan jaksa selbagai pelngelndali pelrkara melmbelrikan kelpastian arah
pelnanganan pelrkara dan melngurangi potelnsi multitafsir yang selbellumnya muncul
dalam KUHAP 1981. Pada saat yang sama, keltelrlibatan aktif jaksa seljak tahap awal
pelrkara melndorong pelrubahan pola kelrja aparat pelnelgak hukum dari yang belrsifat
relaktif melnjadi lelbih proaktif dan telrkoordinasi. Kombinasi antara kelpastian normatif
dan pelran aparat yang lelbih aktif telrselbut belrkontribusi pada pelningkatan kualitas
pelmbuktian, konsistelnsi pelnuntutan , selrta telrwujudnya keladilan substantif dalam
sistelm pelradilan pidana.

Dari pelrspelktif elfelktivitas hukum, pelnguatan dominus litis dalam KUHAP 2025
belrpotelnsi melningkatkan kelpelrcayaan publik telrhadap aparat pelnelgak hukum.
Keljellasan pelran dan kelwelnangan jaksa dapat melngurangi tumpang tindih kelwelnangan
selrta inkonsistelnsi pelnanganan pelrkara. Delngan delmikian, pelrbeldaan antara KUHAP
1981 dan KUHAP 2025 melnunjukkan arah relformasi hukum acara pidana yang lelbih
relsponsif, profelsional, dan belrorielntasi pada keladilan substantif.
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KESIMPULAN
Belrdasarkan hasil pelmbahasan yang sudah dibahas pada bab selbellumnya maka
pelnulis melmbelrikan kelsimpulan selbagai belrikut:

1. Prinsip dominus litis melnelmpatkan jaksa selbagai pelngelndali utama pelrkara pidana,
khususnya dalam melnelntukan arah dan kualitas pelmbuktian seljak tahap pelnyidikan
hingga pelrsidangan. Dalam sistelm hukum acara pidana belrdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, prinsip dominus litis tellah telrgambakan selcara implisit
mellalui kelwelnangan prapelnuntutan, namun dalam praktiknya masih belrsifat
telrbatas dan celndelrung administratif. Kondisi ini melnyelbabkan jaksa bellum
selpelnuhnya mampu melngelndalikan kualitas alat bukti dan konstruksi dakwaan
selcara optimal, yang belrdampak pada telrjadinya kelgagalan pelmbuktian di
pelrsidangan selbagaimana telrcelrmin dalam belrbagai putusan pelngadilan.

2. Delngan belrlakunya KUHAP telrbaru belrdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025, pelran jaksa selbagai dominus litis melngalami pelnguatan normatif yang
signifikan. Jaksa tidak hanya belrfungsi selbagai pellaksana pelnuntutan, teltapi juga
melmiliki kelwelnangan stratelgis dalam melngarahkan pelnyidikan dan melnilai
kellayakan pelmbuktian selcara substansial. Namun delmikian, pelnguatan
kelwelnangan telrselbut bellum selpelnuhnya melnjamin elfelktivitas pelmbuktian
apabila tidak diimbangi delngan pelningkatan profelsionalitas, koordinasi
antarlelmbaga pelnelgak hukum, selrta budaya hukum yang melnjunjung objelktivitas
dan akuntabilitas. Delngan delmikian, elfelktivitas prinsip dominus litis sangat
ditelntukan olelh kualitas pellaksanaan kelwelnangan jaksa dalam praktik, bukan
selmata-mata olelh pelngaturan normatif dalam pelraturan pelrundang-undangan.

Saran
Belrdasarkan hasil kelsimpulan maka pelnulis melmbelrikan saran selbagai belrikut:

1. Nelgara Selbaiknya melngatur kelwelnangan jaksa selbagai pelngelndali pelrkara
dipelrjellas dan dipelrkuat selcara normatif, khususnya telrkait standar elvaluasi
kellayakan pelmbuktian selbellum pelrkara dilimpahkan kel pelngadilan. Pelnelgasan
telrselbut pelnting untuk melmastikan bahwa seltiap kelwelnangan dominus litis tidak
hanya belrsifat formal, teltapi dijalankan selcara substantif mellalui kelwajiban analisis
hubungan alat bukti delngan unsur dellik, selhingga dapat melminimalisir kelgagalan
pelmbuktian dan melnjamin kelpastian hukum selrta pelrlindungan hak asasi manusia
dalam prosels pelradilan pidana.

2. Melningkatkan profelsionalitas dan kapasitas telknis jaksa mellalui pellatihan
belrkellanjutan di bidang analisis pelmbuktian, pelnyusunan dakwaan belrbasis pelta
pelmbuktian, selrta pelnguatan pelran jaksa selbagai dominus litis dalam KUHAP
pelrlu diimbangi delngan pelmbelntukan standar opelrasional pelmbuktian pada tahap
prapelnuntutan, agar kelwelnangan telrselbut tidak dijalankan selcara formalistik.
Standar ini pelnting untuk melmastikan bahwa seltiap pellimpahan pelrkara kel
pelngadilan didasarkan pada analisis pelmbuktian yang matang, proporsional, dan dapat
dipelrtanggungjawabkan, selhingga pelnguatan dominus litis belnar-belnar belrdampak
pada elfelktivitas pelmbuktian dan tidak belrhelnti selbagai pelnguatan kelwelnangan
normatif selmata.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Belrdasarkan hasil pelmbahasan yang sudah dibahas pada bab selbellumnya maka pelnulis
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melmbelrikan kelsimpulan selbagai belrikut:

Prinsip dominus litis melnelmpatkan jaksa selbagai pelngelndali utama pelrkara pidana,
khususnya dalam melnelntukan arah dan kualitas pelmbuktian seljak tahap pelnyidikan hingga
pelrsidangan. Dalam sistelm hukum acara pidana belrdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, prinsip dominus litis tellah telrgambakan selcara implisit mellalui kelwelnangan
prapelnuntutan, namun dalam praktiknya masih belrsifat telrbatas dan celndelrung
administratif. Kondisi ini melnyelbabkan jaksa bellum selpelnuhnya mampu melngelndalikan
kualitas alat bukti dan konstruksi dakwaan selcara optimal, yang belrdampak pada telrjadinya
kelgagalan pelmbuktian di pelrsidangan selbagaimana telrcelrmin dalam belrbagai putusan
pelngadilan.

Delngan belrlakunya KUHAP telrbaru belrdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025,
pelran jaksa selbagai dominus litis melngalami pelnguatan normatif yang signifikan. Jaksa
tidak hanya belrfungsi selbagai pellaksana pelnuntutan, teltapi juga melmiliki kelwelnangan
stratelgis dalam melngarahkan pelnyidikan dan melnilai kellayakan pelmbuktian selcara
substansial. Namun delmikian, pelnguatan kelwelnangan telrselbut bellum selpelnuhnya
melnjamin elfelktivitas pelmbuktian apabila tidak diimbangi delngan pelningkatan
profelsionalitas, koordinasi antarlelmbaga pelnelgak hukum, selrta budaya hukum yang
melnjunjung objelktivitas dan akuntabilitas. Delngan delmikian, elfelktivitas prinsip dominus
litis sangat ditelntukan olelh kualitas pellaksanaan kelwelnangan jaksa dalam praktik, bukan
selmata-mata olelh pelngaturan normatif dalam pelraturan pelrundang-undangan.

Saran

Belrdasarkan hasil kelsimpulan maka pelnulis melmbelrikan saran selbagai belrikut:

1.

Nelgara Selbaiknya melngatur kelwelnangan jaksa selbagai pelngelndali pelrkara dipelrjellas
dan dipelrkuat selcara normatif, khususnya telrkait standar elvaluasi kellayakan pelmbuktian
selbellum pelrkara dilimpahkan kel pelngadilan. Pelnelgasan telrselbut pelnting untuk
melmastikan bahwa seltiap kelwelnangan dominus litis tidak hanya belrsifat formal, teltapi
dijalankan selcara substantif mellalui kelwajiban analisis hubungan alat bukti delngan unsur
dellik, selhingga dapat melminimalisir kelgagalan pelmbuktian dan melnjamin kelpastian
hukum selrta pelrlindungan hak asasi manusia dalam prosels pelradilan pidana.
Melningkatkan profelsionalitas dan kapasitas telknis jaksa mellalui pellatihan belrkellanjutan
di bidang analisis pelmbuktian, pelnyusunan dakwaan belrbasis pelta pelmbuktian, selrta
pelnguatan pelran jaksa selbagai dominus litis dalam KUHAP pelrlu diimbangi delngan
pelmbelntukan standar opelrasional pelmbuktian pada tahap prapelnuntutan, agar
kelwelnangan telrselbut tidak dijalankan selcara formalistik. Standar ini pelnting untuk
melmastikan bahwa seltiap pellimpahan pelrkara kel pelngadilan didasarkan pada analisis
pelmbuktian yang matang, proporsional, dan dapat dipelrtanggungjawabkan, selhingga
pelnguatan dominus litis belnar-belnar belrdampak pada elfelktivitas pelmbuktian dan tidak
belrhelnti selbagai pelnguatan kelwelnangan normatif selmata.
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